BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.262, 2013 KEMENTERIAN PERTAHANAN. Perjalanan
Dinas. Pejabat. PNS. Pegawai Tidak Tetap. TNI.
Biaya.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2012
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 113/PMK/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai
Tidak Tetap, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pertahanan tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak
Tetap di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara
Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4439);


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.262 2

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi Tentara Nasinal Indonesia;

4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 469);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BIAYA

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Perjalanan Dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan
dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan
dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

Pejabat Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan adalah menteri
dan wakil menteri.

Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil
dan Anggota Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kemhan dan
TNL.

Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka
waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas
Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ketempat yang
dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan
semula di dalam negeri.

Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat
kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan
surat keputusan pindah.
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Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna
anggaran pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara
Nasional Indonesia (TNI).

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam
rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dan Pihak lain.

Pelaksana Surat Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan
dinas.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih
dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas
yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang
berlaku.

Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.

Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan
Dinas.

Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah.
Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.

Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di
Indonesia di bawah Provinsi.

Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan
penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, baik berupa Standar Biaya
Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.

Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
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BAB Il
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri atas:

a.
b.

perjalanan dinas jabatan; dan
perjalanan dinas pindah.

Pasal 3

Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

(3)

selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan
prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;

ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian Kinerja
Kemhan;

efesiensi penggunaan belanja negara; dan

akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan
pembebanan biaya perjalanan dinas.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Jabatan
Pasal 4

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
a terdiri atas:

a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota; dan
b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Batas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a khusus
untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat,
Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan)
jam; dan

b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8
(delapan) jam.
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Pasal 5

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dalam rangka:

a.

® a o T

(1)

(2)

pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
pengumandahan (Detasering);

menempuh ujian dinas/ujian jabatan;

menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau
menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk
mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna
kepentingan jabatan;

memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena
mendapat cidera pada waktu/karena melaksanakan tugas;

mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguiji
Kesehatan Pegawai Negeri;

mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
mengikuti pendidikan dan pelatihan;

menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat
Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan
perjalanan dinas; atau

menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat
Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan
yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 6

Perjalanan dinas jabatan oleh pelaksana SPD dilaksanakan sesuai
perintah atasan pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Perintah.

Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:

a. kepala satuan kerja untuk perjalanan dinas jabatan yang
dilakukan oleh pelaksana SPD pada satuan kerja yang
bersangkutan;

b. atasan langsung kepala satuan kerja untuk perjalanan dinas
jabatan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja;

c. pejabat eselon Il untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan
oleh pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon lI/setingkat unit
eselon Il yang bersangkutan; atau

d. Menhan/Pejabat eselon | untuk perjalanan dinas jabatan yang
dilakukan oleh Menhan/Pejabat eselon 1/Pejabat eselon Il.
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(3)

(2)
(4)

(5)

(6)

(7)

Kewenangan penerbitan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada
ayat

dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
mencantumkan hal sebagai berikut:

a. pemberi perintah;

b. pelaksana perintah;

c. waktu pelaksanaan perintah;dan
d. tempat pelaksanaan tugas.

Dalam hal berdasarkan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk:

a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota; atau

b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota lebih
dari 8 (delapan) jam; dan

c. Surat Perintah dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.

Perjalanan dinas jabatan di dalam kota yang dilaksanakan sampai
dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.

SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Kewenangan penandatanganan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) diatur oleh masing-masing Unit Organisasi.

(1)

(2)

Pasal 8

Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untuk menetapkan tingkat
biaya perjalanan dinas dan alat transpor yang digunakan untuk
melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang bersangkutan dengan
memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Perjalanan dinas jabatan didalam kota yang dilaksanakan sampai
dengan 8 (delapan) jam tanpa penerbitan SPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (6), pembebanan biaya perjalanan dinas jabatan
dicantumkan dalam Surat Perintah.

Pasal 9

Pejabat PPK sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) di lingkungan
Kemhan dan TNI, diatur oleh masing-masing Unit Organisasi.
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Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas Jabatan
Pasal 10
Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas:
uang harian;
biaya transpor;
biaya penginapan;
uang representasi;
sewa kendaraan dalam Kota; dan atau

" e a0 o p

biaya menjemput/mengantar jenazah.

Uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. uang makan;

b. biaya transpor lokal; dan

c. uang saku.

Uang transpor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan
keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal
bus/stasiun/Bandara/pelabuhan keberangkatan; dan

b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/Bandara/
pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap: di

a. hotel; atau
b. tempat menginap lainnya.

Dalam hal pelaksanan SPD tidak menggunakan biaya penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai
berikut:

a. pelaksanan SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya,;

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dibayarkan secara lumpsum.

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat
diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat eselon I, dan Pejabat eselon
Il selama melakukan perjalanan dinas.
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(7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan
pelaksanaan tugas di tempat tujuan.

(8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah
termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

(9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya
pemetian dan biaya angkutan jenazah.

(10) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Komponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) diberikan untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu:

a. tingkat A untuk Menhan, Panglima TNI, Kas Angkatan, Wakil
Menhan, Pejabat TNI Bintang 3, Pejabat TNI Bintang 2, Pejabat
Eselon | dan Pejabat lainnya yang setara;

b. tingkat B untuk Pejabat Eselon Il, Pejabat Bintang 1 dan Pejabat
lainnya yang setara; dan

c. tingkat C untuk Pejabat Eselon IlI/Pamen/PNS Golongan 1V,
Pejabat Eselon IV/PNS Golongan Ill, Pama/PNS GOI Ill, Ba/ PNS
Golongan Il dan TaZ/PNS Golongan 1.

(2) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas di lingkungan Kemhan
dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan
dinas untuk kepentingan negara ditentukan oleh masing-masing Unit
Organisasi sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang
bersangkutan.
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Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas
tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
tentang Standar Biaya;

b. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar
Biaya;

c. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan
batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan tentang Standar Biaya;

d. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil
dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Standar Biaya;

e. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan
pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan
biaya riil; dan

f. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan
pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan
biaya riil.

g. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil
berdasarkan Fasilitas Transpor sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;

Pasal 13

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai
untuk waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu
transportasi tersebut kepada pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.

(1)

(2)

Pasal 14

Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan
sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan yang ditanggung
oleh panitia penyelenggara.

Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat,
seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas jabatan
dimaksud dibebankan pada DIPA satuan kerja pelaksana SPD.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai
pembebanan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat,
seminar, dan sejenisnya.

Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama - sama
untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya,
seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang
sama.

Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya
hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan tentang Standar Biaya, maka pelaksana SPD menggunakan
fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan
dimaksud.

Rincian biaya berjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat,
seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan sebelum perjalanan dinas
jabatan dilaksanakan.

Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, biaya
perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 16

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari
yang ditetapkan dalam Surat Perintah/SPD dan tidak disebabkan oleh
kesalahan/kelalaian pelaksana SPD dapat diberi tambahan uang
harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan
dalam Kota.

Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan
sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan
melampirkan dokumen berupa:

a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala
Bandara/Perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau

b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi perintah.

Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK
membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang
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representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada DIPA satuan kerja
yang bersangkutan.

Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan
uang sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sampai dengan huruf k.

Dalam jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang
ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan
kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan
sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PPK.

Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan,
uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf k.

Pasal 17

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DIPA satuan kerja
penerbit SPD.

Bagian Keempat
Perjalanan Dinas Pindah
Pasal 18

Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
dilaksanakan dalam rangka:

a.

pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan
pindah;

pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diberhentikan
dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari
tempat kedudukan ketempat tujuan menetap;

pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/Pegawai Negeri
yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ketempat tujuan
menetap;

pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena telah
berakhir masa kerjanya dari tempat kedudukan ke tempat tujuan
menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;

pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang
meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ketempat tujuan
menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; atau

pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang mendapat uang
tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang ditentukan
untuk dipekerjakan kembali.
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(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 19

Perjalanan dinas pindah oleh pelaksana SPD dilakukan berdasarkan
Keputusan Pindah.

Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan yang berlaku pada
masing- masing Unit Organisasi.

Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar diterbitkannya SPD.

Pasal 20

Perjalanan dinas pindah dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPD
beserta keluarganya yang sah.

Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan peraturan Perundang-
undangan;

b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut
hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun
pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak
mempunyai penghasilan sendiri;

c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut
hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang
menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi
sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;

d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat
perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25
(dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak
mempunyai penghasilan sendiri;

Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi
Pegawai Negeri paling rendah golongan 1V dan pejabat eselon
I11/Pejabat yang setara lainnya diperkenankan pula untuk membawa
pembantu rumah tangga paling banyak 1 (satu) orang.

Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan biaya sesuai tingkat penggolongan untuk Pegawai Negeri
Golongan I.

Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas Pindah
Pasal 21
Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:
a. biaya transpor pegawai;
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b. biaya transpor keluarga;
c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
d. uang harian.

(2) Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang
Standar Biaya.

(3) Komponen biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Penggolongan tingkat biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 23

(1) Biaya-biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas pindah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf d, dan
huruf f sebagai berikut:

a. biaya transpor pegawai;

b. biaya transpor keluarga yang sah;

C. uang harian; dan/atau

d. Dbiaya pengepakan dan angkutan barang.

(2) Biaya-biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas pindah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf ¢ dan huruf e sebagai
berikut:

a. biaya transpor keluarga;
b. wuang harian; dan atau
c. biaya pengepakan dan angkutan barang.

(3) Uang harian perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1) huruf d diberikan untuk pegawai bersangkutan dan
masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai

berikut:
a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap
yang baru;

b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan
(transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
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c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang
bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan dinas pindah, satu
dan lain hal menurut keputusan KPA; atau

e. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang
menjalankan perjalanan dinas pindah mendapat perintah dari
pejabat yang menerbitkan Surat Perintah untuk melakukan tugas
lain guna kepentingan negara.

Pasal 24

Perjalanan dinas pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a atas permintaan sendiri,
tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 25

Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) didasarkan pada:

a. satuan biaya yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan tentang Standar Biaya,;

b. volume barang; dan
c. jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan.

Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau
menurut keterangan resmi dari instansi yang berwenang.

Pasal 26

Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk
bongkar muat dan penggudangan.

Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan
kendaraan angkutan darat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen)
dari satuan biaya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Standar Biaya.

Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diberikan dalam hal perjalanan dinas pindah dilakukan dalam
jarak:

a. kurang dari 100 (seratus) kilometer di Pulau Jawa/Madura; atau

b. kurang dari 50 (lima puluh) kilometer di luar Pulau
Jawa/Madura.

Satuan volume pengepakan dan angkutan barang yang digunakan
sebagai dasar perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.
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Pasal 27

Biaya perjalanan dinas pindah dibebankan pada DIPA Unit Organisasi
yang menerbitkan Keputusan pindah/mutasi.

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)
(2)

(1)

(2)

BAB Il1
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 28

Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu
anggaran yang tersedia dalam DIPA Unit Organisasi yang
bersangkutan.

Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana SPD paling
cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan
ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi
akhir tahun anggaran.

Pengajuan biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 diatur sebagai berikut:

a. untuk huruf d berlaku paling lambat 1 (satu) tahun terhitung
sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia; dan

b. untuk huruf b, huruf ¢, dan huruf e berlaku paling lambat 1
(satu) tahun terhitung sejak tanggal dibayarkan pensiun pertama.

Pasal 29

Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui Pekas kepada
pelaksana SPD dan/atau penyedia jasa.

Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan melalui penyedia jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi yang melekat pada jabatan; dan

b. perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar
dan sejenisnya.

Pasal 30

Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa event
organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan
perusahaan jasa perhotelan/penginapan.

Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan Barang/Jasa
pemerintah.
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(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan
perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan
tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 31

Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1
(satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.

Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan
melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa
transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh
penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 32

Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan
atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam
kontrak/perjanjian.

Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa
mengajukan tagihan kepada PPK.

Pasal 33

Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada
pelaksana SPD melebihi biaya perjalanan dinas jabatan yang
seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas
jabatan tersebut harus disetor ke Kas negara melalui Pekas.

Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan:

a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk
tahun anggaran berjalan; atau

b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun
anggaran tahun lalu.

Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada
pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat diminta
kekurangannya melalui Pekas.

Pasal 34

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan,
biaya pembatalan dapat dibebankan pada DIPA Unit Organisasi yang
bersangkutan.

Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
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a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan

dari atasan pelaksana SPD, atau paling rendah Pejabat Eselon Il
bagi pelaksana SPD dibawah Pejabat eselon Il kebawah, yang
dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VIl yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini;

b. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transpor
dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi
dan/atau penginapan yang disahkan oleh PPK.

Biaya Pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA Unit Organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau

b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya
penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 35

Pertanggungjawaban Pelaksana SPD dan Penyedia Jasa dalam
perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas
kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas
dilaksanakan.

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:

a. Surat Perintah yang sah dari atasan pelaksana SPD;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat ditempat
pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi
tempat tujuan perjalanan dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti
pembayaran moda transportasi lainnya,;

d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota
berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan
oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan
kendaraan;

e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
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f. Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran
X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f
tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan
dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d.

(4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:

a. foto kopi Keputusan Pindah;

SPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transpor; dan

- o o T

kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan
angkutan barang.

Pasal 36

(1) PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran
biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Pekas.

(2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-
biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35.

(3) PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan menyampaikan kepada Pekas sebagai
pertanggungjawaban atau bukti pengesahan Surat Permintaan
Pembayaran Perjalanan Dinas.

Pasal 37

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi penyedia jasa
sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat 2 diatur sesuai dengan
Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa yang berlaku di lingkungan
Kemhan dan TNI.

Pasal 38

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga
sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau
lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat
kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas
seluruh tindakan yang dilakukan.
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BAB V
PENGENDALIAN INTERN
Pasal 39

(1) Masing-masing Unit Organisasi menyelenggarakan pengendalian
internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan
Kemhan dan TNI.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 40

(1) Pejabat penerbit Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) dapat memerintahkan pihak Ilain di luar Pejabat
Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan
perjalanan dinas.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan
perjalanan dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam
tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

(3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditentukan oleh PPK dengan mempertimbangkan tingkat
pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

(4) Prajurit Tamtama/Pegawai Negeri Sipil Golongan | dapat melakukan
perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga
teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri
Pertahanan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas
Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai
Tidak Tetap di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 85)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor
25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan
Nomor 37 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam
Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 731) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 42
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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